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Rabu, 2 Juni 2021.

Pukul 14.00 WIB.

Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara Il lantai 1 JI.
Jenderal Gatot Subroto — Jakarta 10270.

. 1. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan

RKP Tahun 2022 (RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2022);
2. Evaluasi Pelaksanan Anggaran TA 2020:
3. Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.
H. Yandri Susanto, S.Pt
Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
1. 42 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI.
2. 9 Anggota Komisi VIIl DPR Rl Izin.
3. Menteri Agama RI Beserta Jajaran.

. PENDAHULUAN:
1. Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIl DPR RI pada pukul 14.20 WIB
dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIl DPR RI Bpk H. Yandri Susanto, S.Pt,
dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR.
H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si , dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang sesuai

dengan waktu dan tempat acara tersebut di atas.



KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIl DPR Rl bersama Menteri Agama RI dengan

agenda “Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP
Kementerian Agama Rl Tahun 2022, Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2020,
dan Kinerja Pelaksanaan APBN Tahun 2021”, disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:

1.

Komisi VIII DPR Rl dapat memahami pagu indikatif Kementerian Agama RI
tahun 2022 sebesar Rp66.497.274.699.000,- (enam puluh enam trifiun empat
ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh empat juta enam
ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), mengalami penurunan sebesar
Rp464.112.123.000,- (empat ratus enam puluh empat miliar seratus dua
belas juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau minus 0,69% bila
dibandingkan dengan alokasi anggaran Kementerian Agama di awal tahun
2021 sebesar Rp66.961.386.822.000,- (enam puluh enam triliun sembilan
ratus enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan
ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Komisi VIII DPR Rl mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Agama RI
Tahun 2020 sebesar Rp67.984.181.158.634,- (enam puluh tujuh triliun
Sembilan ratus delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh satu juta
seratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) atau
96,34% menempati peringkat ke-3 tertinggi dari 10 Kementerian/Lembaga
dengan APBN terbesar dan berada di atas realisasi rata-rata nasional sebesar
94,65%.

Komisi VIII DPR Rl memahami penjelasan Menteri Agama RI mengenai
serapan Anggaran Kementerian Agama Rl Tahun 2021 sampai dengan 31 Mei
2021 telah terealisasi sebesar Rp23.965.676.555.271,- (dua puluh tiga triliun
sembilan ratus enam puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima
ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 35,54% dari
total pagu anggaran Rp67.430.825.007.000,- (enam puluh tujuh trifiun empat
ratus tiga puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendorong peningkatan serapan anggaran
Kementerian Agama Rl Tahun 2021 dengan mengoptimalkan kinerja Fungsi
Agama dan Fungsi Pendidikan.

4.

Komisi VIII DPR Rl meminta Menteri Agama untuk sungguh-sunguh
memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi
VIl DPR RI sebagai berikut:

a. Pengalokasian anggaran harus berpihak kepada masyarakat khususnya
dalam pengalokasian anggaran di masa pandemi Covid-19 di
lingkungan Kementerian Agama RI



b. Agar pengelolaan dan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)
dapat disampaikan ke Komisi VIII DPR Rl guna evaluasi

dan
peningkatan program kedepan.

c. Mendorong agar pengelolaan Asrama Haji di lingkungan Kementerian
Agama RI agar bisa mandiri dan profesional.

lll. PENUTUP
Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

KETUA KOMISI VIIIl DPR R,

T

H. YANDRI SUSANTO, S.Pt




